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ABSTRAK

Skiipsi ini adalah hasil penelitian lapangan (fleld research) yang berjudul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Mudarabah Yang Mengandung
Agency Problems Di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya”. Masalah yang
diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana proses akad perjanjian pembiayaan
mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya 2. Masalah apa saja yang
muncul dikarenakan agency problems yang terjadi dalam pembiayaan mudarabah di
Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya 3. Bagaimana analisis hukum Islam
terhadap akad pembiayaan mudarabah yang mengandung sgency problems di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara
dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan
menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan mengemukakan secara
khusus permasalahan ggency problems yang terjadi dalam pembiayaan mudarabah,
kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam tentang akad mudarababh.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek agency problems dalam akad
pembiayaan mudarabah ialah ketika kepentingan mudarib bertentangan dengan
sahib al mal. Mudarib bertindak mengabaikan hubungan kontrakiual dan mendorong
untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan sahib al mal. Agency problems yang
terjadi adalah berupa moral hazard (tindakan negatif) dan adverse selection (seleksi
yang merugikan).

Hukum akad pembiayaan mudarabah yang mengandung agency problems
adalah haram, karena dalam akad tersebut mengandung tindakan-tindakan yang
dilarang dalam hukum Islam, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang
batil. Sebagaimana kiadah figh yang diungkapkan para ulama yaitu sesuatu yang
diharamkan mengambilnya, maka diharamkan juga memberikan serta
memberikannya. Selain itu, adanya keharaman dalan akad tersebut dapat membuat
akad pembiayaan mudarabah batal atau tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah
satu syarat dalam mudarabah, yaitu adanya asas rela sama rela dalam 7jab gabul.
Sebagaimana kaidah figh yang diungkapkan para ‘ulama yaitu hukum asal dalam
muamalah adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku
sahnya yang diakadkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: Bagi pihak
Bank lebih mensosialisasikan core product yaitu skim mudarabah, serta memperkuat
adanya prinsip kehati-hatian dan mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan
diberlakukan terhadap mudarib yang melanggar akad. Bagi pihak nasabah/mudarib
lebih menanamkan rasa amanah terhadap modal yang diberikan oleh bank, dan tidak
menyalahgunakan modal tersebut. Selain itu, harus mempercayai bahwa akad yang
dilakukan tersebut memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan
berdasarkan hukum Islam.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat
penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah
menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai
perantara (intermediary) pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak
yang memerlukan dana (/ack of funds). Selain itu, bank juga merupakan alat
pemerintah dalam membangun perckonomian bangsa melalui pembiayaan
semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary
(perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan
negara.'

Keberadaan lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha,
dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa financial perbankan, juga
telah banyak menyerap jutaan orang tenaga kerja. Fungsi utama bank
merupakan fungsi (tumpuan) yang sangat penting bagi masyarakat dan dunia
usaha adalah sebagai tempat penyimpanan dana, dan memberikan kredit kepada
masyarakat.

Sejak diberlakunya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 (undang-undang tentang perbankan),

' Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 3.
1



industri perbankan di Indonesia berlaku dual/ banking system (sistem perbankan
ganda) yakni sistem perbankan konvensional atau peranti bunga (yang di sebut
bank konvensional) dan sistem perbankan bagi hasil atau peranti akad-akad
yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (yang di sebut Bank Syariah).2

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam menjalankan suatu
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.® Prinisp inilah
yang yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank syariah
dengan bank konvesional. Sistem operasional dalam bank syariah sendiri
terbagi menjadi 3 {tiga) kategori, yaitu: fnancing (penyaluran Jana), finding
(penghimpunan dana), dan services (jasa).

Secara umum kegiatan penyaluran dana pada nasabah yang dikeluarkan
oleh bank syariah terbagi menjadi 3 (tiga) prinsip dalam penyalurannya, antara
lain: pertama, pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli seperti
murabahah, salam, dan istishna’, kedus, pembiayaan yang meggunakan prinsip
sewa seperti fjarali, dan ketiga, pembiayaan yang meggunakan prinsip bagi hasil

seperti mudarabah dan musyarakah.*

2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 3, dalam Afnil Guza, Himpunan Undang-
undang Perbankan Republik Indonesia, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), 65.

? Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12, dalam Afnil Guza, Himpunan Undang-
undang Perbankan Republik Indonesia, 4.

* Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Hustrasi, (Yogyakrta:
Ekonsia, 2007), 56.



Berdasarkan ketiga prinsip pembiayaan tersebut diatas, yang menjadi core
product (prodak unggulan) dari bank syariah adalah salah satu dari produk
pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan
mudarabah. Namun dalam prakteknya, pembiaayaan mudarabah ini hanya
merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
Karenanya, tidak heran bila pembiayaan mudarabah ini kurang diminati oleh
bank syariah.’

Hal tersebut dikarenakan adanya faktor eksternal dan internal yang
mempengaruhi perkembangan dari pembiayaan mudarabah. Secara eksternal,
pihak bank syariah belurn secara vtuh memehami teniang konsep den praktek
pembiayaan mudarabah. Sedangkan secara internal, yaitu pihak nasabah yang
menggunkan pembiayaan mudarabah di bank syariah diragukan kejujurannya
dalam menggunakan dana yang diberikan oleh bank syariah.5

Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan seluruh kebutuhan modal
pada suatu usaha produktif untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak yaitu sahib a/ mal dan mudarib. Hasil usaha yang

didapat dari pengelolaan usaha produktif tersebut dibagi antara bank syariah

> Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani,
2001), 83.

¢ Muhammad, “Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiaysan Mudharabah pada Bank
Syariah Indonesia’, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 21, No. 3 (Juli, 2006), 222.



sebagai pemilik dana (sahib al mal) dengan pengelola usaha (mudarib) sesuai
dengan kesepakatan.

Selain itu, pembiayaan mugdarabah juga dikenal dengan pembiayaan yang
berbasis profit and loss sharing (PLS). Dimana terdapat akad menanggung
untung dan rugi antara pemilik dana (bank/sahib al malprincipal) dengan
pengelola dana (nasabah/mudaribl agent). Pada hubungan bisnis seperti ini
diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak, baik ketika
mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Jika salah satu pihak (utamanya
nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan usaha yang dikeiolanya, maka akan meniinbulkan agency
problems (masalah ky:agenan).8

Secara spesifik a4gency problems yang terjadi dalam pembiayaan
mudarabah adalah ketika kepentingan mudariblagent bertentangan dengan
sahib al mal principal. Mudarib bertindak mengabaikan hubungan perjanjiannya
dan mendorong untuk tidak berdasarkan kepentingan sahib al mal. Penyebab
terjadinya hal tersebut adalah dalam pembiayaan mudarabah, pihak sahib al mal
tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan usaha yang 100%
dibiayainya yang dijalankan oleh mudarib, sehingga salah satu pihak terutama
mudarib memiliki informasi yang privat yang lebih besar dibandingkan dengan

pihak lainnya yaitu sahib al mal.

7 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi dalam Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 122.
® Muhammad, “Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank

Syariah Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesi, Vol. 21, No. 3 (Juli, 2006), 222.



Agency problems (masalah keagenan) dalam pembiayaan mudarabah
biasanya terjadi ketika proses produksi dimulai, maka nasabah/mudarity agent
menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama,
Namun, setelah berjalannya akad pembiayaan mudarabah muncul tindakan yang
tidak terkendalikan misalnya, adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh
mudarib, manipulasi data, kelalaian dalam mengembalikan dana, tidak adanya
kelengkapan informasi yang didapat oleh salah satu pihak terutama sahib al mal
dan sebagainyaf’

Sebelum pihak sahib al mal memberikan dana 100% kepada mudarib untuk
melakukan usahanya, terlebih dabwiu kedua pihak tersebut harvs memenubi
rukun dan syarat dalam mudarabah selanjutnya melakukan akad pembiayaan
mudarabah. Dalam akad tersebut terdapat hal-hal yang menjadi kesepakatan
antara kedua belah pihak. Seperti halnya, waktu perjanjian, jumlah dana,
mekanisme kerja, kesepkatan bagi hasil, jaminan, kewajiban nasabah, cidera
janji, pelanggaran dan sebagainya.

Hubungan keterikatan antara dua pihak tersebut yaitu saliib al mal dan
mudarib akan melahirkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing
pihak yaitu seluruh kewajiban yang harus ditunaikan dan apa-apa yang menjadi
hak masing-masing yang akan diterima. Dalam hal ini al-Qur’an sebagai

pedoman dari ajaran Islam yang ditafsirkan dengan realisasi figh muamalah

® Harmono, Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kdsus, din
Riset Bisnis, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 3.



menerangkan akad merupakan pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan
atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain.'®

Hal ini dimaksudkan agar akad pembiayaan mudarabah dapat berjalan
dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian itu bisa diderita olch
pemilik modal sebagai akibat dari praktek agency problems yang utamanya
dilakukan oleh mudarib. Sedangakan adanya praktek agency problems tersebut
diatas dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akad pembiayaan mudarabah
yang telah dilakukan oleh pihak sahib a/ mal dengan mudarib. Dari penjelasan
tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul:
“Analisis © Hulcum Islam © Terhadap  Akad  Pembiayaan & Mugdarsbad  Yang

Mengandung Agency Problems Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Dari permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas
kiranya harus dicarikan jawaban dari masalah-masalah tersebut dan
menyelesaikannya untuk dapat menjadikan sebuah karya tulis yang baik.
Pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji merupakan salah satu

bagian penting demi terciptanya fokus pembahasan. Untuk itu objek

'° Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonésia,
(Jakarta: Prenada Media, 2005), 45.



kajian yang akan dituangkan kedalam skripsi ini diidentifikasi pada hal-

hal berikut:

a.

b.

Konsep mudarabah dalam hukum Islam

Agency problems dalam pembiayaan mudarabah

Apliksi pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya

Jenis agency problems yang terjadi dalam pembiayaan mudarabah di

Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini perulis merasa perlu untuk memberikan

suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

a. Praktck pembiayaan mudarabah yang digunakan adalah pembiayaan

mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Agency problems yang terdapat dalam pembiayaan mudarabah di
Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan
mudarabah yang mengandung agency problems di Bank Syariah

Bukopin Cabang Surabaya.



1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses transaksi akad perjanjian pembiayaan mudarabah di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya ?

2. Masalah apa saja yang muncul dikarenakan agency problems yang terjadi
dalam pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya ?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan mudarabah
yang mengandung agency problems di Bank Syariah Bukopin Cabang

Suarabaya ?

1.4 Kajian Pustaka

Dalam penelurusuran yang berhasil penulis lakukan terhadap khazanah
kajian terdahulu, ditemukan empat naskah skripsi yang meletakka praktik
pembiayaan Mudarabah di lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai obyek
pokok kajiannya.

Pertama, pada tahun 2003 Maskuri menulis skripsi dengan judul “Analisis
Hukum Islam Terhadap Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Mudarabah di
BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo”. Aspek spesifik dalam
pembiayaan mudarabah yang diangkat Maskuri sebagai pokok kajian dalam

karya tulisnya ini adalah “manajemen resiko”. Jenis resiko yang terjadi dalam



pembiayaan mudarabah adalah side streaming, default, dan penipuan oleh
nasabah yang tidak jujur. Maskuri mengakhiri kajiannya dengan
mengartikulasikan analisisnya dari prespektif hukum Islam terhadap fakta
“manajemen resiko” di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo tersebut
sebagai berikut : 1) Manajemen resiko side streaming yang dilakukan dengan
menekankan pada syarat-syarat pembiayaan yang sehat pada metode the five
‘c’ of financing adalah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam berupa kejujuran,
amanah, dan tanggungjawab. Sedangkan side streamingnya sendiri haram
dilakukan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 27. 2)
Manajemen resiko kelaleien dtau kesalahan yang disengaja dengan melalcakan
analisa pembiayaan serta objektif adalah scjalan dengan hukum Islam bahwa
kesalahan yang tidak sengaja tidak bedosa, sedangkan kesalahan yang disengaja
itu berdosa. 3) Manajemen resiko penipuan adalah sesuai dengan hukum Islam
tentang larangan makan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Kedua, pada tahun 2006 Siti Subackah menulis skripsi dengan judul
“Tinjuan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembiayaan Mudarabah dan
Murabahah di Bank Bukopin Syariah Surabaya”. Segi-segi empirik yang disorot
Subackah, sebagaimana yang bisa dipahami dari rumusan masalahnya, adalah
“perbedaan operasional” dan “faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan
efektivitas” pembiayaan Mudarabah dan Murabahah. Dan Subackah mengakhiri

kajian dengan tinjauan dari sudut hukum Islam, yaitu bahwa terjadinya
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perbedaan operasional dan efektivitas dalam pembiayaan Mudarabah dan
Murabahah di Bank Bukopin Syariah Surabaya diperbolehkan karena tidak
menyimpang dari ketentuan hukum Islam dan tidak ada penyelewengan dalam
meminjam dana atau pembelian barang.

Ketiga, pada tahun 2007 Agus Junaidi menulis skripsi dengan judul
“Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip 5C (character, capacity, capital,
condition of economy, dan collateral) pada penerimaan pengajuan pembiayaan
Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya”. Dari penelitian
yang dilakukannya, Agus menemukan fakta bahwa di antara prinsip 5C tersebut
terdapat satu prinsip yang paling dipertimbangkan oleh EMI Cabang Surabaya
dalam analisis untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan
mudarabah, yakni prinsip character. Pelaksanaan analisis 5C ini, menurut Agus,
merupakan manifestasi dari sikap kehati-hatian bank demi mendapatkan
mudarib yang baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan usaha untuk
mengembankan modal yang diterimanya dari bank. dan Agus pun mengakhiri
analisisnya dengan kesimpulan bahwa penerapan prinsip 5C dalam penerimaan
pengajuan pembiayaan Mudarabah di BMI Cabang Surabaya dapat dibenarkan
dari sudut hukum Islam.

Keempat, pada tahun 2010 Mufidah menulis skripsi dengan judul “Analisis
Hukum Islam tentang Jaminan dan Penangguhan Resiko Kerugian Dalam

Pembiayaan Mudarabah Studi Kasus di Kopersi Jasa Keuangan Syariah Baitul
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Mal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban”. Kajian yang dibahas
penulis adalah praktik adanya jaminan dalam akad pembiayaan mudarabah
sebagai obyek yang akan dikaji dari sudut hukum mudarabah. Dan Mufidah
menyimpulkan, bahwa tentang disyaratkannya mudarib menyerahkan jaminan
kepada sahib al-mal dalam akad pembiayaan mudarabah di KJKS BMT adalah
dengan ditetapkannya jaminan dari sa2hib al-mal yaiu sertifikat tanah dan
BPKB, sedangkan dalam pengangguhan resiko kerugian yang dibebankan
kepada mudarib ada tiga kriteria yang ditentukan dari pihak KJKS BMT BUS
Montong Tuban. Menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan
mugarib atas modal nsaba darl mugdadb punya potensi urtuk berubal dari yad
amanah menjadi yad damanah (dengan konsekuensi harus mengganti). Jika ia
melakukan kelalaian dan/atau yang merugikan sahib al-mal implemenatasi
pembebanan tanggung jawab resiko kerugian usaha ke pundak mudarib dalam
praktek akad pembiayaan mudarabah di KJXS BMT BUS Montong Tuban
tidak selaras dengan hukum Islam karena kerugian yang dialami mudarib tidak
berpangkal pada kelalaian dan/atau tindakan melempui batas.

Menurut penulis, dari empat karya tulis di atas kajian yang sudah
dilakukan berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan dalam penulisan
skripsi ini. Penulis akan mengkaji tentang agency problems yang terdapat
dalam pembiayaan mudarabah dan segi-segi yang akan diperhatikan dalam

penelitian lapangan ini adalah proses akad, jenis agency problems dan
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menganalisis jenis agency problems dengan menggunakan hukum Islam yaitu
akad mudarabah. Ringkasnya, meskipun ada karya tulis terdahulu yang
membahas tentang manajemen resiko dalam akad pembiayaan mudarabah,
namun sisi yang disentuh maupun prespektif yang digunakannya sama sckali
berbeda dengan yang akan dielaborasi penulis dalam kajian ini. Jadi, kajian ini

jelas bunkalah pengulangan atau duplikasu atas kajian tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan-miasalah diatas, make tujuan penelitian yang ingin

dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami proses transaksi akad perjanjian pembiayaan mudarabah
di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

2. Untuk memahami agency problems yang terjadi pada pembiayaan
mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabya.

3. Untuk memahami analisis hukum Islam tehadap akad pembiayaan
mudarabah yang mengandung agency problems di Bank Syariah Bukopin

Cabang Suarabaya.
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1.6 Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk
dua hal, antara lain sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis) : hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya
khazanah, keilmuan, khususnya tentang pembiayaan mudarabah selama itu
dapat dijadikan perbandingan dalam penyusun peneliti selanjutnya.

2. Aspek Terapan (praktis) : hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai
bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif

dan edukatif.

1.7 Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad
Pembiayaan mudarabah yang Mengandung Agency Problems Di Bank Syariah
Bukopin Surabaya”. Guna untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan tidak
terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul diatas,
maka perlu dijelaskan arti kata berikut :
Hukum Islam :
Kaidah, asas, prinsip atau aturan khusus tentang figh muamalah yaitu akad
mudarabah, yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik

bersumber dari ayat-ayat al-Qur’an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan
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tabi’in. Maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan
umat Islam.

Akad Pembiayaan Mudarabah :

Suatu jenis perjanjian yang dilakukan oleh duva pihak, yaitu bank dan mudarib
untuk melakukan kerjasama usaha, dimana pihak bank (sahib al-mal)
menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak pengelola (mudarib)
menjadi pengelola modal dan usaha sesuai dengan akad atau perjanjian.

Agency Problem :

Konflik yang timbul dalam pembiayaan mudarabah ketika kepentingan mudarib
bertentangan dengan gabib al-mal, Mudarid bertindak mengabaikan hubungan
kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan

sahib al-mal.

1.8 Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi
segala data yang terkait, diantaranya :
1.8.1 Lokasi Penelitian
Penclitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
scbagai tempat pemberian pembiayaan mudarabah pada tanggal 1 Juni

sampai 1 Juli 2011.
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1.8.2 Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah staff dan karyawan Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya, antara lain:
a. Reni bagian Legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
b. Dian bagian Sekretaris Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
1.8.3 Obyek Penelitian
Obyek pnelitian ini adalah mengenai akad pembiyaan mudarabah yang
mengandung ggency problems.
1.8.4 Data yang dikumpulkan
Adapun data yang dikumpulken daleny perelitian iri adalah data tentang
pembiayaan mudarabah dan agency problems di Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya
1.8.5 Sumber Data
Ada beberapa jenis dan sumber data yang telah digunakan untuk
mendapatkan data. Pada penelitian ini jenis dan sumber data dibagi
menjadi dua yaitu, antara lain :
a. Sumber data primer : yaitu data yang diperoleh peneliti langsung
dari hasil penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya
berupa observasi lapangan dan wawancara dengan subyek penelitian

yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah dan agency problems.
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b. Sumber data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan
bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian
antara lain: berkas-berkas perjanjian mudarabah pada Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya, kitab-kitab atau buku-buku, artikel dan
jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk
memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang
mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan di paparkan dalam
peaulisan hulcum ini meliputi :

a. Studi Lapangan (Field Rescarch)

Yang dimaksud disini adalah pencliti langsung terjun ke
lapangan (Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya) sebagai pihak
sahib al mal, tanpa melakukan peneclitian langsung pada mudarib
untuk mengadakan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti.
Studi ini dilaksanakan dengan metode pendukung sebagai berikut:

1. Teknik Pengamatan ( Observasi)

Yaitu pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk

dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek

penclitian serta dapat mengumpulkan data scbanyak-
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banyaknya.!" Yang diamati dalam penelitian ini adalah akad
pembiayaa mudarabah yang mengandung agency problems.

2. Teknik Wawancara (/nterview)
Yaitu proses pengumpulan data melalui proses taiya jawab
lisan schingga timbul komunikasi langsung dengan responden,
dan diharpakan mendapatkan data yang benar-benar orisinil."?
Wawancara tersebut dilakukan dengan subyek penelitian yaitu
Ibu Reni dan Ibu Dian secara semiterstruktur dan menggunakan
pedomian wawancara (guide of interview) yang diafiggap dapat
memberikan informasi’ imengenai - pelaksanaan. pembiayaan
nivudarabah dan agency problefiis yang terdapat dalam akad
pembiayaan mudarabah.

3. Teknik Dokumentasi
Adalah salah satu teknik pengumulan data yang dilakukan
dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang telah diperoleh
dari berbagai sumber tentang pembiayaan mudarabah dan
agency problems, dengan tujuan agar memudahkan untuk
mencari referensi yang sesuai dan mendukung dalam rangka
melaksanakan analisa. Dokumen ini berupa buku-buku literatur

maupun dokumen resmi atau arsip-arsip dari bank.

! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina Aksara,
1989), 127.
2 Ibid,.



18

1.8.7 Teknik Penigolahan Data
Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka,
miaka dilakukan analisis data denigan tahiapan-tahiapat sebagai berikut :

a. [Editing : memeriksa dan mengidentifikasi data-data yang didapat, baik
dari segi kelengkapan, keaslian serta kejelasa makna yang diperoleh dari
proses penelitian, seperti isi naskah akad pembiayaan mudarabah yang
telah didapat di lapangan.

b. Coding adalah proses peninjauan atas data-data yang telah terkumpul,
utituk membedakan aritara data yang sesuai dan yang tidak sesuai defigan
permasalahan . yang diangkat - dan - dianalisis ‘olch - penulis, - schingge
membentuk klasifikasi yang tepat dalam materi pembahiasan.

c. Organazing adalah perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga
proses peninjauaii dan interview atas obyek penelitian yaitu tentang akad
pembiayaan mudarabah yang mengandung agency problems, guna
mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah milah dan
menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk di analisis.

1.8.8 Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara
sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

metiyajikan sebagai tettuan bagi oratig lain.
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Tektiik yang dipergunakan dalam micrnigatialisis data adalah metode
kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian
yanig mietighasilkati data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan
oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang
nyata, di teliti dan di pelajari scbagai sesuatu yang utuh.”

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya
sesuai dengan pemasalahan yang diteliti'® Setelah itu peneliti
melakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan logika induktif
yaitu - analisa ~yeng  dimulai - dengan - mengemukakan - secara Khusus
permasalahan yang tetjadi dalam pembiayaan mudarabal yaitu adanya
agency problems, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam figh

muamalah tentang akad mudarabali.

1.9 Sistematika Pembahasan
Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang
sistematis schingga tatipak adanya gambaran yang jelas, teraralt serta logis dan
saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam

skripsi ini disusust menjadi sebagai berikut :

13 Soerjotio Soekanto, Metode Penelitian Hikum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 10.
14 H.B. Soetopo, Metodologi Penelitan Kualitatif Bagian II, (Surakarta: UNS Press, 1988), 37.



masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tentang Mudarabah. a) Mudarabah dalam hukum Islam,
yang terdiri dari pengertian mudarabah, dasar hukum mudarabah, jenis-jenis
mudaaah, rokun dan syarat mudarabah, ketentuan akad (perjanjian) dalam
mudarabah, kedudukan mudarabah, sebab-sebab yang membatalkan mudarabah.
b) Akad pembiayaan mudarabah dalam perbankan syariah.

Bab Tiga berisi tentang aplikasi pemibiayaan mrudarabal 6i Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya, yang meliputi: a) Hambatan Penelitian b) Temuan
Lapangan c) Aplikasi Pembiayaan Mudarabah d) Akad Pembiayaan Mudarabah
dan €) Agency Problems dalam Akad Pembiayaan Mudarabal.

Bab Empat berisi tentang analisis hasil penelitian, yang meliputi a)
Analisis Akad Pembiayaan Mudarabalt yang Mengandung Agericy Problems di
Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan b) Analisis Hukum Islam terhadap
Akad Pembiayaan Mudarabah yang Mengandung Agercy Problemis di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Bab Lima berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II
KONSEP MUDARABAHDALAM HUKUM ISLAM

Dari penjelasan yang terdapat pada bab pertama yakni tentang latar
belakang akad pembiayaan mudarabah yang mengandung agency problems
maka, dapat diambil landasan teori yang akan menjadi pedoman dari analisis
yang akan dibuat pada bab selanjutnya. Landasan teori tersebut meliputi
pembahasan tentang figh muamalah mudarabah dalam hukum Islam dan akad

pembiayaan mudarabah dalam perbankan syariah.

2.1 Mudarabsh dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata al-darb (<,»a)l) yang berarti memukul

atau berjalan, yakni menggerakkan kaki dalam menjalankan usaha. Kata

~all  juga berarti pergi, karena orang yang berdagang itu pada

umunnya berpergian.' Dengan demikian kata .2} berarti berjalan

tetapi sekaligus berpergian. Sebagaimana ungkapan dalam firman Allah

SWT dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 101:

! Djuawaini Dimyauddin, Figh Muamalah, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.
21
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''''

A3 s g

“Dan spabila kamu berpergian di muka bumi.”

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mudarabah yang
dikemukakan ulama’ figh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing
definisi adalah sama. Definisi tersebut antara lain:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai berikut:
fﬁiw‘}.;,uuu‘wiwduc;ud«:,myw

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain
pemilik jasa”

Dalam definisi ini, terkandung pengertian mudarabah yaitu
memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam
keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan
yang lain punya jasa mengelola harta itu.

b. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai berikut:
caly A stk s O o o JU 25 psle S 58 A
(il
“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya

kepada yang lain untuk diperdsgangkan dengan pembayaran yang
telah ditentukan (emas dan perak)’.

2 Departemen Agama R, A/-Qur’an dsn Terjemahannys, (Jakarta: Mujama®, 1971), 137.
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Dalam hal ini, pihak yang menerima harta merupakan wakil dari
pihak pemilik harta untuk melakukan suatu perdagangan. Sedangkan
dalam pembayarannya menggunakan emas dan perak.

c. Ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

be g4 g% 43 32 5 ) U S 5 JU Lol 35 O S
td

5 »7

“Ibarat pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran
tertentu Kepada orang yang berdagang dengan bagian dard
keuntungan yang diketahui”.

Dalam hal ini, ulama Hanabilah memberikan ukuran tertentu
dalam memberikan harta yang akan diperdagangkan dan dengan

mengambil keuntungan dari hasil perdagangan tersebut.

d. Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai berikut:
2 22 YU 5y Jais 6 35 O iy 1
“Akad yang menentukan seseorang menyecrahkan hartanya kepada
yang lain untuk ditijarabkan”’
Dalam definisi ini, ulama Syafi’iyah hanya memandang bahwa
mudarabalhh merupakan suatu kegiatan dimana seseoranga yang

memiliki harta tetapi tidak mempunyai keahlian dalam

3 <Abdwrrahman Al Jaziri, Figh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah Juz IlT, (Beirut: Dar El Fikr, 1996),
34-35, 38, 42, dan 44.
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memperdagangkannya, maka menyerahkan harta tersebut kepada
orang lain untuk diperdagangkan.
e. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa:
55 :51.6[2&;;‘M’%ﬁ'&ij}ﬁiéﬁﬁéi}&id&ﬁ}&;ﬁz
QU b i hdi &)
“Akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan
sejumlsh uang untuk diperdsgangkan dengan syarat keuntungan
dibagi dua sesuai dengan perjanjian (kescpakatan).*
Dalam hal ini, terkandung peengertian mudarabah merupakan
akad antara pemilik harta dengan pengelola harta tersebut, dengan
syarat bahwa keuntungan yang diperoleh pihak pengelola harta

dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemilik harta.

Jadi, dapat diaktakan bahwa mudarabah merupakan suatu akad yang
dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik harta (sahib al mal) dan
pihak pengelola harta (mudarib) untuk melakukan suatu kerjasama dalam
usaha, dan keuntuangan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan
kesepakatan. Antara sahib al mal dan mudarib harus memenuhi

kewajiban dan hak sebagai orang yang berakad.

4 As Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Juz III, (Beirut: Dar El Fikr, 1992), 212.
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2.1.2 Dasar Hukum Mudarabah
Adapun sumber atau dasar hukum akad mudarabah dalam Islam
penjelasannya sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
1. Surat al-Baqarah ayat 273

b L -

\wa"uﬁ-’ﬂm{f‘”'dw\}bﬁ"dﬂ ehaall

e
“ (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleb Jihad)
di jalan Allah; mereka tidsk dapat (berusaha) di bumi,......"°

2. Surat ali-Imron ayat 156

« i’ 2 - o 3o o 42, Gar. 5 Lo 2. 5., G E.
G Toge 13} S5 Y Tol5 19008 Gl 1485 ¥ 1l Gl Gl

RSN
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-
orang Rafir (orang-orang munafik} itu, yang mengatakan kepada
saudara-saudara memka apabila mercka Mengadakan perjalanan
di muka bum,....

3. Surat al-Muzzammil ayat 20

o,f

o o e Dyi u"ﬁ" G Osiial 09,5153 -

‘ .. Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia
Allah....”"

Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 68.
s , 1bid.,103.
7 Ibid., 990.
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b. Al-Hadis
Di antara hadis yang berkaitan dengan mudarabalh adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW
bersabda:
G4 O ooy ode B Lo D1 325 06,4l 22 il o e
8@4!9 RER | AN TR S EITE W RSP (PSR o
“Dari Shalih bin Shuhaib r.a, dari ayahnya. Rasulullah SAW
bersabda, “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli
tidak secara tunai, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur

gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
dijual”

Dalam hadis yang lain dijumpai scbuah riwayat dalam kasus
mudarabah yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dari Ibn Abbas
bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk
mudarabal, dia mensyaratkan kepada pengusaha umtuk tidak
melewati hutan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab.
Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya.
Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau

membcolehkannya.9

8 Al Hafiz Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al Qozwini, Sunan Ibnu Majah Juz I, (Beirut:
Dar El Fikr, 2008), 768.
® Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.
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c. [jma’

Di antara ijma’ dalam mudarabah adanya riwayat Imam Zailali
yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan
legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudarabah. Dan
perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.'

d. Qiyas

Mudarabah diqiyaskan dengan al-musagat (perkongsian antara
pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen).
Dimana sebagian mercka memiliki dana tetapi tidak mempunyai
keahlian wntuk mengelolanya dan sebagian lain mempunysai keahlian
tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk
memulai usaha tersebut. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara
tenaga kerja dengan pemilik modal, dengan demikian akan
terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak
Allah SWT kctika menurunkan syariatnya.’’

Dari ayat-ayat al-Qur’an, sabda Rasulullah SAW, ijma, serta
qiyas yang ada, dapat ditarik scbuah kesimpulan bahwa apabila
seseorang mempunyai harta tetapi tidak dapat mengusahakannya

maka dianjurkan untuk melakukan kerjasama dengan orang yang

1° Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000),
15.
! bid., 16.
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mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Hal itu dikarenakan
agar orang yang tidak mempunyai dana bisa bekerja dan mencari
karunia Allah di bumi ini. Dengan adanya hubungan tersebut, maka

kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi dengan baik.

2.1.3 Jenis-jenis Mudarabah
Secara umum, mudarabah tebagi menjadi dua jenis: mudarabah

mutlagah dan mudarabah muqayyadah.

a. Mudarabah Mutlagah
Mudarabal mutiagah rerupakan suatu - beatuk kerjasama - antara
sahib al mal dengan mudarib yang terikat oleh jenis usaha, waktu,
dan tempat dalam mengelola usahanya.

b. Mudarabah Mugayyadah
Moudarabah Mugayyadah adalah kebalikan dari mudarabah mutlaqabh.
Dimana mudarib terikat dengan jenis usaha, waktu, atau tempat

dalam mengelola usahanya.'

2.14 Rukun dan Syarat Mudarabah
Moudarabah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah

memenuhi rukun dan syarat mudarabah sendiri. Dalam menentukan

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,
2001), 97.
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rukun mudarabah, terdapat beberapa perbedaan pendapat Hanafiyah
dengan para jumhur ulama’. Menurut ulama Hanafiyah rukun mudarabah
hanya 7jab dan gabil saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal
telah melafalkan 7jab dan gabiil, maka akad itu telah memenuhi rukunnya
yang sah. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam mudarabah itu
hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi."”

Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat,
maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari
kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (Zjab dan gabul) atau
dalany bentuk perbustan yaitu salinng memberi” (penyerahan baraag dan
pemberian uang).

Menurut jumhur Ulama, rukun mudarabah terdapat lima bagian
yang harus dipenuhi yakni, orang yang berakad (sahib al mal dan
mudarib), modal, keuntungan, kerja dan yang terakhir adalah akad. Tidak
hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama
Hanafiyah,"

Di samping rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan
mudarabah seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat pula syarat-
syarat yang juga harus dipenuhi sehingga mudarabah itu dapat dikatakan

sah, antara lain:

13 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2607), 177.

4 bid.
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Pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad (sahib a/
mal dan mudarib) haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap
diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan
mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, orang
yang berakad dalam mudarabah juga harus memenuhi syarat-syarat
seorang wakil.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal disyaratkan (a) berbentuk
vang, (b) jelas jumlahnya, (c) tunai, dan (d) diserahkan sepenuhnya
kepada pedagang/pengelola modal.

Ketiga, syarat yang terkait deagan kewntungan disyaratkan bahwa
pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan
dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau
seperempat.'5

Keempat, syarat yang usaha/kerja dalam mudarabah adalah yang
bisa diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill,
management skill, dan lain-lain,"®

Kelima, syarat yang terkait dengan persetujuan kedua belah pihak,

merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Di sini kedua belah

'* Ibid,177-178.
16 Adiwarman A Karim, Bank Islam Ananlisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), 206.
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pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad
mudarabah.

Atas dasar syarat-syarat di atas, valam Hanafiyah membagi bentuk
akad mudarabah dalam dua Kkategori, yaitu mudarabah sahihah
(mudarabah yang sah) dan mudarbah fasidah (mudarabah yang rusak).
Jika mudarabah yang dilakukan itu dikatakan fasid, maka menurut ulama
Hanabilah, Syafi’iyah, dan Hanafiyah, pengeola harta hanya menerima
upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di
daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal.
Ulama Malikiyah menyatakan baliwa dalam mudarabals (Esidah, status
pengelola harta tetap seperti dalam mudarabah sahihah, dalam artian

bahwa pengelola harta tetap mendapatkan bagian keuntungannya.'’

Ketentuan Akad (Perjanjian) dalam Mudarabah
Kandungan atau syarat-syarat dari perjanjian mudarabah adalah
sebagai berikut:
1) Perjanjian mudarabah dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan

jelas.

17 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 178.
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2) Pihak-pihak dalam perjanjian mudarabah terbagi menjadi dua yaitu,
pihak yang menyediakan dana (safib al/ mal) dan pihak pengelola
usaha (mudarib)."®

3) Pemilik dana hanya menyerahkan dananya kepada pengelola usaha
dan tidak ikut campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh
pengelola. Sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga untuk
mengembangkan usahanya tanpa ada kontribusi dana."”

4) Dalam perjanjian mudarabah, keuntungan untuk masing-masing
pihak harus ditetapkan. Akan tetapi, dalam penetapannya bukan
merupakan jumiah yang pasti. Menetapkan suatu jumlah pasti bagi
salah satu pihak akan menycbabkan mudarabah tidak sah karena ada
kemungkinan bahwa keuntungan yang teralisir tidak sesuai dengan
jumlah yang telah ditetapkan.?’

5) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudarib yang berhubungan
dengan usaha yang dilakukannya, dibebankan pada modal yang
diberikan oleh pihak sahib al mal*!

6) Mudarib  dalam perjanjian mudarabahi  wajib menjaga dan
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakti olah sahib al

mal dan mudarib itu sendiri yang tertulis dalam akad.?

' Sutan Remi Syahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 30-32.

' Mervyn Lewis dan Latifa Algaorud, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Serambi Iimu Semesta,
2004), 118-119.

2 Ibid., 71-72.

2t pasal 203 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net
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7) Sahib al mal sebagai pihak pemiliki dana tidak ikut campur dalam
usaha mudarib, tetapi berhak melakukan pengawasan untuk
memastikan bahwa mudarib menaati syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian mudarabah.>

8) S$ahib al mal dapat memberhentikan atau memecat pihak mudarib
yang telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian mudarabah yang
telah disepakati di awal.

9) Mudarib wajib bertanggungjawab terhadap kerugian dan atau
kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas
yang diizinkan dan atau tidak scjalan dengan ketentuan- ketentuan
yang telah ditentukan dalam akad.

10)Kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama mudarabah
yang terjadi bukan karena kelalaian mudarib, dibebankan kepada
sahib al mal. Mudarib wajib mengembalikan modal dan keuntungan
kepada sahib al mal yang menjadi hak pemilik modal dalam

kerjasama mudarabah.”*

2 pasal 204 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www. badilag.net
3 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam. 33-35.
% pasal 205, 207-208 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net
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Dalam hal pengembalian modal, banyak mudarib yang bertindak
lalai.

a. Jika kelalaian murni kelalaian, maka mudarib diberi keringanan

untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda. Sebagaimana

firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:
A2 &‘,; . s2e .- £T .. RN P T
28 o) as=mt 25 1daas ol }Md’laﬁaw,:\uﬁob

B sl
“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan

(sebagian atas semua utang) itu, lebih bauk bagimu, jika kamu
mengetahui.”*

. Jika kelalaian itu dilakukan secara sengaja, maka pihak bank akan

menghentikan pembiayaan terscbut dan kelalaian tersebut
termasuk dalam perbuatan zalim. Sebagaimana yang

diriwayatkan Rasulullah SAW:

s”d‘:}k’ 0 36 alag ofe B oo dn O35 5 4t A o 30 d 38
26 sl gods o 2% 351 gl ol

“ Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah SAW pernah bersabda,
‘Menunda-nunda waktu pembayaran utang scorang (padahal ia
mampu membayarmya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila
seorang di antara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang
mampu membayarnya terimalah cara demikian itv.”

3 Departemen Agama RI, 70.
% fmam Hafiz al Musonnaf Al Muttaqgin, Sunan Abi Dawud Juz I, (Beirut: Dar El Hadit,

1999), 1453.
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11) Mudarib harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah,

disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan.
Sebagai seorang wali amanah mudarib wajib bertindak dengan hati-
hati atau bijaksana dan beri’tikad baik.”’ Nilai-nilai amanah ini
banyak dijelaskan dalam al-Qur’an, beberapa di antaranya adalah
sebagai berikut:

3. T4
L avl of

oo £ 2 LESs. 2 £ 2
gl JleasalTiag of 2500
" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada yang berhak menerimannya . . .”(QS. An-Nisa’;58)%

r 4

. ,4,:',.£’,’ ,,f--_! :‘:’, 2 gyt oGP s f: TR G /gf‘_,
) 0ol 13 (520l 155925 J g bl 1552 Y el Sl 1

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui,”®

Selain itu, Rasulullah juga menjunjung tinggi nilai kejujuran beliau
menyebutkannya dalam bahasa yang indah yang di riwaytkan och

Ibnu Taimiyyah.

%7 Sutan Remy Syahdeini, 45-46.
2 Departemen Agama R1, 128.

® Ibid, 264.
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“Dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa’id, dari Nabji
Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya
(amanah) berada bersama pada Nabi dan orang-orang yang jujur dan
para syuhada’.”
2.1.6 Kedudukan Mudarabah
Hukum mudarabah berbeda-beda, karena adanya perbedaan-

perbedaan keadaan, maka kedudukan mudarabah juga tergantung kepada

keadaan diantaranya:

a. Mudaribsebagai Amin (orang yang dipercaya)
Seorang mudarib menjadi amin untuk modal yang diserahkan sahib a/
mal, ini berarti mudarib telah diberi ijin untuk menggunkaan modal
tersebut. Hal ini bermakna bahwa harta itu dipegang dengan amanah
bagi pihak pemilik modal dan mudarib haruslah menjaganya dengan
tidak melanggar hukum Islam>' Dan apabila secorang mudarib

tersebut tidak menjalankan amanahnya maka termasuk orang

munafik, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

3 Al Abi “Isa Muhammad Ibn “Isa Ibn Saurat Al Mutawafi, Sunan At Tirmizi Juz III, (Beirut:
Dar El Fikr, 1994), 5.

3! Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990),
65.
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“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW, pernah
bersabds, ada 3 ciri orang munafik, yaitu: 1). Bila berkata, ia
berdusta 2} Bila berjanji, ia selalu ingkar 3). Bila diberi amanat, ia
berkhianat.’®

b. Mudarib sebagai Wakil
Mudarib adalah sebagai wakil dari sahib al mal dalam semua
transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali
kepada mudarib sebagai scorang yang mensepakati transaksi.
Mudarib sebagai wakil menjelaskan bahwa mudarib adalah tangan
kanan sahib al mal dalam kegiatan bisnis. Implikasinya sebagai
seorang wakil tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika
terjadi kerugian. Namun menurut mayoritas fuqoha seoarang wakil
tetap akan mendapat upah dari kerjanya.>*

¢. Mudarib sebagai mitra dalam laba
Mudarib akan mendapatkan laba dari usaha yang telah dilakukan.
Pembagian laba ini telah di tentukan pada awal kontrak. Dengan
menjadikannya mudarib sebagai mitra dalam laba maka besar atau

kecilnya laba akan sangat tergantung pada ketrampilan mudarib

dalam menjalankan usahanya.

32 Imam Az Zabidi, Ringkasan Shahih Al Bukhori, (Bandung: Mizan, 1997), 19.
3 Muhammed, Kontruksi Mudbarabah dslam Bisnis Mudharabah, (Yogyakarta: BPFE, 2005),
66-67.
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d. Apabila mudarib mengingkari ketentuan-ketetuan mudarabah yag
telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam
mudarabah, bila terjadi kecacatan, maka pengelola dan penguasaan

harta tersebut dianggap gasab.”"

2.1.7 Sebab —sebab yang Membatalkan Mudarabah

Mudarabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai
berikut: pertamas, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat
mudarabah, kedus, pengelola sengaja meninggalkan tugasnya,’ ketiga,
masing-masing pikak menyatakan akad batal,  atau pekegja dilarang
untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik
modal menarik modalnya, keempat, salah seorang yang berakad
meninggal dunia, kelima, salah scorang yang berakad gila, kecnam,
pemilki modal murtad, dan yang terakhir modal habis ditangan pemilik

modal sebelum diusahakan oleh pekerja.®®

3 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.
3 Ibid., 143.
36 Nasrun Haroen, 180.
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2.2 Akad Pembiayasn Mudarabah dalam Perbankan Syariah

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memilki konsekuensi duniawi
dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apa pun yang
dihasilkan perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidak akan
terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fikih muamalahnya disebut
dengan ‘agd. Ada beberapa asas akad yang harus dilindungi dan dijamin dalam
wadah Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah. Asas-asas tersebut, antara
lain:
a. Asas Kebebasan Berakad (a/-Hurriyah)

Suatu akad' dalami liukum Tslam harus dilandasi’ adanys kebebasan
berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan
transaksi. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk
melakukan akad sesuai dengan apa yang diinginkannya, sebaliknya apabila
ada unsur pemaksaan akan menyebabkan legalitas akad yang dihasilkan
batal atau tidak sah’’ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bagarah

ayat 256:

“ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islamy) . . . «8

3 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 193,
3% Departemen Agama RI, 63.
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b. Asas Rela Sama Rela (ridha’iyyah)
Yang dimaksud asas ridha’iyyah ialah bahwa transaksi ekonomi Islam
dalam bentuk apa pun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama
nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. Asas ini

didasarkan pada ayat al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29:
o8 5 8 of W) gl wims Sl ilest Figtn il
L.
S ol

“ Hai orang-orang yang beriman, fanganish kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku suka sama suka di antara kamu . . . ‘%

Atas dasar ini, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur
paksaan (7krah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah
sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apa pun
yang mengandung unsur kebatilan. Para ulama figh menuliskan asas ini
dalam suatu kaidah:

Sy s el SR il g Y

“ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang
berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”*

% Ibid., 122.
WA, Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktk, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.
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Asas Amanalh/Menepati Janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang
sama terhindar dari cidera janji. Dasar dari asas ini adalah sebagai berikut:

Sy20

- 2madl 185 e i Gl

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . . .” (QS. al-
Maidah : 1).*!

0557 mpotged pginY 1 G2illy

“ Dan orang-orang yang memeliq:am amanat-amanat (vang dipikulnya) dan
Janjinya.”(QS. al-Mu’minun : 8).*

Asas Kehati-hatian (/katiyati)

Setiap akad yang dilakukan oleh pihak yang berakad sebelum
melakukan sebuah transaksi harus dengan pertimbangan yang matang dan
dilaksanakan secara tepat dan cermat.

Asas Tidak Berubah (Luzum)

Setiap akad yang dilakukan untuk menjalankan suatu transaksi harus

dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, schingga terhindar

dari praktek spekulasi diantara kedua belah pihak yang berakad.®

41

Departemen Agama RI, 156.

2 Ibid,, 521.
43 pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net
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f. Asas Persamaan Hukum (A/-Musawamah)

Asas ini menempatkan para pihak yang mengadakan suatu akad
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum.
Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun para pihak
tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.* Adapun ayat al-Qur’an yang

menjadi dasar asas ini adalah:
- Tl JyLss Gtk i (5 85 Kils )Tl
“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling mengenal . . .”(Q.S al-Hujuraat : 13)*
g. Asas Transparansi
Asas ini menjelaskan bahwa ;etiap akad dilakukan dengan
pertanggungjawaban para pihak secara terbuka dan tidak disembunyikan.
Schingga tidak ada pihak yang mndapatkan informasi lebih scdikit dari
pihak yang lain.
h. Asas Kemampuan dan Kemudahan (a/-taysir)
Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga
tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Dan dengan
cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Karena, segala kegiatan

“4 Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sianr Grafika, 2009),
13.
4 Departemen Agama RI, 847.
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muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan. Sebagaimana kaidah

figh yang menerangkan tentang hal tersebut diatas adalah:

a oo

G 2 e s 3 O 4y sy et g 44
“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya”.*
i. Asas I’tikad baik (Husnun-niyah)

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak
mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.*’ Asas ini sangat
penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari
pelaksanaan akad itu sendiri. Asas ini juga mengacu kepada niat, adapun
kaidah figh yang menerangkan pentingnya niat dalam melakukan perbuatan
adalah:

Btz 32 4
“ Setiap perkara tergantung pada niatnya”.*
j- Asas Keadilan (A/-Adalah)

Di mana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlaku
dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Pada
pelaksanaannya, asas ini menurut para pihak yang berkontrak untuk berlaku

benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi akad yang

* A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktik, 130.

“7 pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam www.badilag.net

8 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikik . . ., 33.



mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar asas ini adalah ayat
al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90:
ey Bl o a3 0 ol 6 Sy Ty Jasdh SLETY)

3 _3e

e

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan . . ."*
k. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidig)
Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam
adalah nama lain dari kebenaran. Allah berfirman benar dan memerintahkan

semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 70:
8 oo 58l by V1,857 1o el el

‘Hai orang-orang ysng ben‘maa bertakwalah kamy kapads Allsh dan
katakanlah perkataan yang benar.”®

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk
apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang

melakukan akad untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

“ Departemen Agama R1, 415.
% Ibid., 680.
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Para ulama figh mengungkapkan beberapa kaidah figh tentang harta yang
diambil dengan jalan penipuan.”'
VTR IR

“Sesuatu yang diharamkan mengambilnya diharamkan memberikannya”

. Asas Manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan
nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah
pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal
yvang bersifat mudarat/mafSadat.

m. Asas Saling Menguntungkan (a/-7a awwun)

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi
keuntungan bagi mercka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan
transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan), karena hanya
menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

n. Asas Tertulis (A/- kitab)
Asas lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282.

5! Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islam, (Bandung:
Al-Ma’arif, 1983), 544.
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“ Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalsh tidak secari
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan
Jjanganiah enggan menuliskannya sebagaimans Allah telah mengsjarkannys,
maka hendaklah ia menulis, dab hendakiah orang yang berhutang itu
mengimiakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Ttdngya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya...™

Ayat ‘ipi mengisyaratkan  agar akad -yang - ditakukean -benar-benar: dalam
kebaikan bagi pihak semua yang melakukan akad, maka akad tersebut harus
dilakukan dengan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam
bentuk kredit). Disamping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi
(syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab

individu.*®

%2 Departemen Agama RI, 70.
3 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di

Indonesia, 197-198.



BAB III
APLIKASI PEMBIAYAAN MUDARABAHDI BANK SYARIAH
BUKOPIN CABANG SURABAYA

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti mendapatkan data-data
tentang akad pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh pihak bank syariah
dengan nasabah. Yang data tersecbut adalah salah satu transaksi muamalah
yang masuk kedalam pembahasan mudarabah yang telah dijelaskan pada bab
di depan. Selain itu, peneliti juga mendapatkan data-data tentang sgency

problems yang terjadi dalam akad pembiayaan mudarabah.

3.1 Hambatan Penelitian

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis melakukan studi lapangan
dengan menggunakan metode wawancara serta studi literatur, yang mana
penulis mengambil tempat di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya sebagai
penggalian data secara mendalam. Namun, sclama proses penggalian data
penulis sering mendapati kendala dan hambatan, sechingga berdampak terhadap
lambatnya pengerjaan tugas akhir.

Hambatan-hambatan tersebut diantaranya pertama, penulis mengalami
kesulitan dalam pencarian dan mendapatkan naskah akad pembiayaan
mudarabah, sebab naskah akad terscbut adalah salah satu data sensitif yang

dimiliki oleh bank. Kedua, dalam proses penggalian data secara wawancara

47
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penulis sering tidak bisa menemui Pimpinan dan staf bagian pembiayaan.
Ketiga, dalam pemberian informasi yang ingin penulis dapatkan, pihak Bank

Syariah Bukopin Cabang Surabaya kurang begitu bisa terbuka.

3.2 Temuan Lapangan

Setelah melakukan penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya,
baik melalui metode wawancara dengan pihak bank dan juga studi literatur
penulis akhirnya mendapatkan beberapa informasi serta data yang dapat
menunjang dalam kelanjutan penulisan tugas akhir ini. Diantaranya adalah:

Pertama, penulis mendapatkan data-data tentang proses transaksi ‘akad
pembiayaan mudarabah. Kedua, penulis mendapatkan naskah akad pembiayaan
mudarabah dari pihak bank. Ketiga, beberapa agency problems yang terjadi
dalam akad pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang

Surabaya.

3.3 Aplikasi Akad Pembiayaan Mudarabah
Akad pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk bagi hasil yang
dilaksanakan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, dengan berdasarkan
prinsip syariah pada umumnya. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menerapkan
sistem pembiayaan mudarabah terhadap usaha-usaha yang dianggap akan memberikan
keuntungan, baik terhadap bank maupun kepada pengusahanya. Terdapat beberapa

sektor usaha yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan akad pembiayaan
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mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Usaha tersebut antara lain:
usaha pertanian, pertambangan, manufaktur, tenaga listrik, konstruksi, transportasi;

jasa dunia usaha, dan jasa sosial.’

Gambar 3.1
Skema Pembiayaan Mudarabal’
Perjanjian Bagi
‘ Hasil
Nasabab/Mz Bank/Szhib

- i g

\\_//

t \ p—. RO
: Proyek/Usaha | K

Nisbah x% Bagi Hasil Sesuai Nisbah y%
dengan Nisbah Pengembalian
Modal

! Bank Syariah Bukopin, “Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Bukopin”, dalam
www.syariahbukopin.co.i/index.php?app=sub_contents&a=9&b=0 (2011), 47.

? Bapak Agung, Account Officer, Presentasi Pembiayaan Mudarabah, Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya, 18, 02, 2011.
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Dari Gambar 3.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang nasabah
melakukan perjajian bagi hasil yaitu pembiayaan mudarabah dengan pihak
bank. Dimana perjanjian bagi hasil pembiayaan mudarabah yang dimaksud
adalah pihak bank sebagai pihak pemilik harta (sahib al mal) yang kemudian
memberikan 100% harta yang diminta oleh mudarib untuk melakukan suatu
usaha/proyek. Keuntungan yang didapat dari pengelolaan usaha tersebut dibagi
sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika jatuh tempo,
maka mudarib wajib mengembalikan modal pokok yang telah diberikan oleh
pihak sahib al mal.

3.3.1 Manfaat Perabiyaan AMudarabah
Pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya memiliki beberapa manfaat bagi nasabah/mudarib,
antara lain:
a. Usaha 100% dibiayai oleh Bank
b. Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha
¢. Sistem bagi hasil sesuai dengan hasil proyek/usaha
d. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash-flow’
3.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan Mudarabah
Secara umum Pembiayan mudarabah terbagi menjadi duva (2) jenis,

antara lain:

3 Bank Syariah Bukopin, “Pembiayaan Mudarabali”, dalam
www.syariahbukopin.co.i/index.php? list uk &a=4&b=1 (diakses 2011)
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1) Mudarabah Mutlagah (Unrestricted Invesment/Investasi Tidak Terikat/Dana
Syirkah Temporer).

Yaitu sahib al mal memberi kuasa penuh kepada mudarib, untuk
menjalankan proyek fanpa larangan/batasan yang berkaitan dengan proyek
itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan.

2) Mudarabah Muqayyadah (Retricted Investment/Investasi Terikat/IT).

Yaitu sahib al mal memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana
atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengusaha / bank
(sebagai mudarib) dalam pengelolaan dananya.

Dalam Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya Pembiayaan
Mudarabah Muqayyadah ini mempunyai pengertian pembiayaan yang
diinvestasikan nasabah/pemilik dana khusus untuk bisnis tertentu
dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh nasabah. Manfaat
dari pembiayaan ini adalah: (1) Nasabah dapat menentukan sendiri
proyek pembiayaannya dan (2) Nasabah mendapatkan bagi hasil
sesuai dengan hasil investasi terkait. Persyartan dan ketentuannya
adalah minimal pembiayaannya adalah 200 juta.4

3.3.3 Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembiayaan Mudarabah
Ketentuan dalam pebiayaan mudarabah adalah sebagai berikut:

perorangan dan badan usaha, jangka waktu sesuai penyelesaian proyek,

4 Bank Syariah Bukopin, “Mudzrabah iB Investasi Terikat (Mudarabah Muqoyyadah)”, dalam
www.syariahbukopin.co.i/index.php?app= list produk &a=4&b=1 (diakses 2011).
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jumlah minimum pembiayaan Rp. 200.000.000 dan nilai agunan 125%
dari jumlah pembiayaan.’
Sedangakan persyaratan umum pembiayaan mudarabah yang harus

dilengkapi oleh calon mudarib sebclum mengajukan pembiayaan dapat di

lihat dalam tabel di bawah ini:
8 @
g s (53 |E |2
2 ] 5 g2 |2
@ - M E -§
g M| B E
-
1. | Copy Identitas Diri B s e R R
2. | Copy Identitas Pengurus - - - - \1
3. | Copy Surat Nikah Ny A -
4. | Copy Kartu Keluarga N NN A z
5. | Surat Ijin Praktek/SK. Profesi - - - 4 z
6. | Salinan Rekening | ¥ | N | ¥ | v |
Koran/Tabungan 3 Bulan
Terakhir
7. [ Memiliki Rekening di Syariah | ¥ | ¥ | N | ¥ | -
Bukopin
8. | Slip Gaji Asli Bulan Terakhir N LA - : 5
9. | Salinan Rek. PLN/PAM/TIp. R LR SR PR L
10. | Surat Keterangan | - \ = - z
Perusahaan/Copy SK

Pengangkatan Pegawai

2 Bank Syariah Bukopin, “Pembiayaan Mudarabali”, dalam
www.syariahbukopin.co.i/index.php?app= list produk &a=48&b=1 (diakses 2011)
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11. | NPMP atau SPT PPh 21 sl il ]

12. | Laporan Neraca, Laba Rugi v - 2 -

13. | Akta Pendirian Perusahaan =~ | - | - | N | -
|

14. | Copy SIUP, TDP - - 1A -

15. | Legalitas Usaha -

16. | Data Obyek Pembiyaan -

Tabel 3.1 Persyaratan Pembiayaan Mudarabah®

3.3.4 Prosedur dan Mckanisme Pembiayaan Mudarabah

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank Syariah Bukopin Cabang

Surabaya mempunyai beberapa tahapan yang harus di tempuh oleh

peminjam atau calon muwdarib. Ketentuan ini merupakan proses

pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan peminjam.

Dari hasil wawancara dengan ibu Reni bagian legalitas Bank

Syariah Bukopin Cabang Surabaya, maka dapat disimpulkan tahapan-

tahapan dalam pembiayaan mudarabah dalah scbagai berikut:

a.

b.

d.

€.

Data

Analisa Yuridis

CI (Credit Investigation), meliputi: BI Cheking, On the spot (aguanan

dan lokasi) dan harga asli agunan.
Analisa Keuangan

Komite Pembiayaan

® Bank Syariah Bukopin, “Persyaratan Pembiayaan”, www.syariahbukopin.co.i/index.php?app=
list produk &a=4&b=1 (diakses 2011)
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f. Persetujuan/ Offering Letter
g. Akad
h. Realisasi’

Dalam kaitannya dengan pembiayaan mudarabah ini, maka
pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena
pembiayaan inimudarib akan menggunakannya untuk pengembangan
usaha, seperti usaha-usaha yang telah disebutkan diatas.

Untuk itu prosedur dan mekanisme yang di tetapkan bank dalam
pengucuran dana pembiayaan mudarabah ini mempunyai syarat-syarat
yang tidak saja bersifat administrasi sebagaimana tekah kita sebut
diatas, tetapi juga ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman
diberlakukannya pembiayaan mudarabah.

Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan
mudarabah terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

a. Calon mudarib harus mempunyai usaha/sumber pengembalian yang pasti,
jelas dan meyakinkan

b. Usaha mudarib harus benar-benar nyata dan milik sendiri serta sudah
berjalan minimal satu tahun dan sudah terlihat perkembangannya serta

prospek usahanya

7 Ibu Reni Legalitas Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, Wawancara, Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya, 17, 06, 2011.
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. Jika sumber pengembaliannya dari gaji maka harus mempunyai
bonafiditas yang cukup dan minimal sudah bekerja di instansi tersebut
selama satu tahun dan sudah menjadi peagwai tetap

. Jangka waktu pembiayaan maksimal dua belas tahun untuk pembiayaan
yang bersifat modal kerja

. Calon mudarib harus suami isteri, (kecuali yang belaum berkeluarga)
dengan usia minimal 2] tahun, dan surat keterangan belum menikah dari
kelurahan apabila belum menikah

. Jaminan yang diajukan dapat berupa surat kendaraan atau surat tanah atas
nama atau milik sendiri atau minimal atas milik orang tuanya yang dalam
hal ini pernilik jaminan harus turui sebagai debitur

. Setiap permohonan baik nasabah baru maupun nasabah lama akan
dilakukan analisa kembali atas nasabah lama akan dilakukan analisa
kembali atas usaha dan jaminannya serta analisa keuangan oleh petugas
bank

. Jangka waktu pemrosesan pembiayaan berkisar antara satu sampai tujuh
hari setelah dilakukan pemeriksaan (bergantung dari kelengkapan data,
kondisi, sifat dan jenis pembiayaan)

. Setiap mudarib diwajibkan membuka tabungan / rekening giro sebagai
media pembayaran kewajiban setiap bulannya, yang mana tabungan/
rekening giro tersebut setiap bulannya wajib memelihara dana untuk
pembayaran kewajibannya tetapi atas rekening tsb dapat digunakan untuk

mutasi keuangan lain.
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j. Pola akad Perjanjian Mudarabah

1. Modal yang dicairkan: Dalam hal permodalan pihak bank memberikan
dana 100% kepada pihak nasabah

2. Tenaga kerja: Dalam hal tenaga kerja Bank / Sahib al mal hanya bisa
ikut campur dalam hal pengawasan dan pendampingan kendatipun
tidak secara penub, sedangkan keseluruhan pekerjaan di bebankan
kepada nasabah

3. Pola pembagian hasil atau kerugian: Bagi hasil mudarabah ini di
dasarkan atas kesepakatan bersama, bisa 50:50, 40:60 atau bahkan
30:70 sesuai dengan kesepakatan. Kalau terjadi kerugian yang
disebabkan karena kondisi keadaan yang tida dapat dihindari seperti
bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama.

4, Jangka waktu: Jangka waktu pembiayaan mudarabah sesuai dengan
kesepakatan tergantung pada skala dan prospektifitas usaha yang
dimilii oleh mudarib.

5. Jenis jaminan: Dalam memberikan pembiayaan mudarabah ini, jaminan

-

salah satu ayarat terpenuhnya pembiayaan. Adapun jenis dan bentuk

jaminan yang ditentukan sebagai berikut:

a. Jaminan utama: Kendaraan bermotor, tanah, dan cash collateral
(tab, giro, deposito), tagihan-tagihan yang dapat dicairkan, mesin-
mesin.

b. Jaminan tambahan: Stok Barang Dagangan, Personal Guarantee,

Corporate Guarantee dll
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k. Realisasi Pembiayaan Mudarabah
. Pengeluaran jaminan
1. Jaminan atas pembiayaan dapat dikeluarkan kembali kepada mudarib
apabila pembiayaan atas nama debitur telah dinyatakan tunai oleh bank
2. Jaminan hanya dapat diambil oleh debitur sendiri, kecuali ada syarat
kuasa pengambilan (bermaterai).”

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya juga menggunakan sistem penggolongan kualitas
aktifa produktif skema bagi hasil yang biasa disebut dengan
kolekatabilitas pembiyaan. Kolektabilitas pembiayaan dikategorikan

menjadi lima macam, antara lain:’

No. | Kolektabilitas Kriteria

1. | Lancar f.PemBa.y-émn- angsuran -pokok tepat
- waktu atau RP sama atau lebih dari

' 80% dari PP (Tidak ada tunggakan)

| 2. Dalan Perhatian Khusus i Pembayaran Angsuran Pokok |

tertunggak 3 Bulan

3. | KurangLancar =~ Pembayaran  Angsuran  Pokok

tertunggak 6 Bulan

8 .
Ibid.
° Henry, Credit Investigation Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, Materi PPL Credit
Investigation, Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, 17, 02, 2011.



‘4. | Diragukan | Pembayaran  Angsuran

[ | | tertunggak 9 Bulan

'5. |Macet | Pembayaran  Angsuran
‘ | tertunggak 12 Bulan
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Tabel 3.2 Kolektabilitas Pembiayaan Mudarabah

Sesuai dengan wawancara yang diperoleh dari Bank Syariah

Bukopin Cabang Surabaya. Pihak Bank Syariah Bukopin Cabang

Surabaya menganalisa calon nasabah/mudarib dengan menggunakan

analisis 5 C  yang merupkan standarisasi minimal yang  lazim

dipergunakan di kalangan perbankan,10 cakupan analisia 5 C tersebut

adalah:

a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman

b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan

mengembalikan pinjaman yang diambil

c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam

d. Colateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam

kepada bank

Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau

tidak.

' Ibu Reni Legalitas Bank Syriah Bukopin Cabang Surabaya, Wawancara, Bank Syariah

Bukopin Cabang Surabaya, 17, 06, 2011.



3.4 Akad Pembiayaan Mudzrabah

Secara umum akad dalam pembiayaan mudarabah memuat beberapa pasal
yang menerangkan tentang kesepakatan antara pihak bank sebagai sahib al mal

dengan mudarib. Ketentuan dalam akad terscbut dapat digambarkan dengan

skema berikut ini:

Akad Pembiayaan Mudarabah

i

|
&

AT

Pengawasan dan Pembiayaan dan = | Pembayaran Kembali
Pemerikasaan Penggunaannya ((Pasal 6)
(Pasal 13) (Pasal 2) :
i Biaya, Potongan, dan )
. Pajak (Pasal 7)
Jangka Waktu L /
(Pasal 3) | . .
s p— Thsthiiaty (Fasals)
e ! :
Penarikan r : -
Pembiayaan Kewajian Nasabah
(Pasal 4) L (Pasal 9)
L ' w
Kesepakatan | Pemyataan
Bagi Hasil | Pengakuan Nasabah
(Pasal 5) (Pasal 10)
| o : .
: Cidera Janji
Penyelesaian X (Pasal 11)
Perselisiahan
(Pasal‘ i) Pelanggaran
S (Pasal 12)
Gambar 3.2
Skema Akad Pembiayaan Mudarabah (Penjelasan | As i (Pasal 14
masing-masing pasal dapat dilihat dilampiran) mritits] (Pasal 14)
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Apa yang dilakukan mudarib tersebut telah sesuai dengan apa yang dituangakan
dalam Pasal 12 angka 1-3."

Kedua, adanya manipulasi data dalam laporan keungan. Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya memberikan sebuah rekening koran kepada para
mudarib yang melakukan usaha dengan dibiayai oleh bank. Rekening koran
berisikan informasi tentang transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh
mudarib dalam menggunakan modalnya. Permasalahan yang terjadi adalah
ketika data-data transaksi dalam laporan keuangan yang diberikan oleh pihak
mudarib tidak sama dengan data-data transaksi dalam rekening koran. Dalam
Pagai 5 telak: dijelaskan tentang kesepakatan bagi hasil: Hal ini berpeagarub
pada keuntungan yang akan dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak, karena
keuntuangan tersebut dibagi berdasarkan nisbah. Kebanyakan mudarib
menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya, agar dia mendapatan
keuntungan lebih besar dari pihak bank. Sedangkan dalam Pasal 9 tentang
kewajiban nasabah, terdapat kewajiban nasabah menyelenggarakan pembukuan
pembiayaan secara jujur dan benar.'?

Ketiga, adanya tindakan lalai dalam membayar kembali angsuran pokok.
Dalam Pasal 5 telah diuraikan tentang kapan bagi hasil dan angsuran pokok itu

harus dibagikan dan diberikan. Mudarib dalam Bank Syariah Bukopin Cabang

" Ibu Dian Sekretaris Bank Bukopin Cabang Surabaya, Wawancara, Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya, 17, 05, 2011.

2 Ibu Reni Legalitas Bank Syriah Bukopin Cabang Surabaya, Wawancara, Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya, 17, 06, 2011.



62

Surabaya masih banyak yang melakukan kelalaian dalam mengansur modal

pokok,'”” hal ini dapat terlihat dalam laporan kolektabilitas bank terhadap

pembiayaan mudarabah, antara lain:
31 Desember 2009
Jenis Lancar Dalam Kuran  Diragukan  Macet Jumlah
Pembiayaan Perhatian Lancar
Khusus
Muarabah
Modal Kerja  190.553.548.680 10.805.558.590 4.528.03 1.359.137. 8.621.12 215.
6.289 974 6.548 867.408.081
Iivestasi 627.607.355.453 10.004.922,727 68.246.8 4.063.783. 39.698.3 646.
62 919 96 184.007.357
Tabel. 3.3 Kolektabilitas Pembiayaan Mudarabalz dalam Laporan Keuangan
Tahun 2009

3§ Desember 2010

Jenis Lancar Dalam Kuran  Diragukan  Macet Jumlah
Pembiayaan Perhatian Lancar
Khusus
Mudgrabah
Modal Kerja  115.120.033.014 2.086.931 1.328.20 - 430.355. 118.965.527.29
895 6.889 497 5
Investasi 223.528.512 - - 223.528.512
Tabel. 3.4 Kolektabilitas Pembiayaan Mudarabab dalam Laporan Keuangan
Tahun 20105

Dari tabel diatas, dapat dijelasakn bahwa masih banyak mudaraib yang
melakukan kelalain dalam mengembalikan pokok angsuran mulai dari
tertunggak 3 bulan (dalam prerhatian khusus), 6 bulan (kurang lancar), 9 bulan

(diragukan), dan 12 bulan (macet).

13
Ibid.
14 Bank Syanah Bukopm, “Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Bukopin” dalam
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Keemipat, inforiasi yang kurang lengkap dari pihiak miuddrib. Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya hanya bertindak sebagai sahib a/ mal yaitu
pihak yanig menyediakan dana tanpa ikut campur usaha yang akan dijalankan
oleh mudarib sedangkan calon mudarib mengajukan permohonan kepada bank,
lebih mengetahui tentang proyek yang akan dijalankan. Sehingga riidarib
mendesain kontrak dengan sahib al mal dan mudarib lebih memiliki
kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas yang
berpengaruh pada aktivitas usaha.

Dalam istilah ekonomi, masalah keagenan pertama, kedua dan ketiga
disebut dengan moral bazard, sedangakan masaiah keagenan keerapat disebut
dengan adverse selection. Moral hazard merupakan tindakan negatif yang
dilakukan oleh nasabah/mudarib yang tidak bisa diamati oleh bank sebagai
sahib al mal dalam menggunakan modal yang diberikan kepadanya untuk
melakukan suatu usaha/proyek yang dapat menimbulkan kemudharatan baik
untuk mudarib maupun bagi sahib al mal. Sedangkan adverse selection
merupakan seleksi yang merugikan, dimana dengan sistem pembiayaan
mudarabah hanya satu pihak yang menyediakan dana dan pihak lain pengelola
usaha menyebabkan tidak adanya kelengkapan informasi yang didapat oleh

salah satu pihak terutama pihak bank sebagai sahib al mal.
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3.3 Agency Problems dalam Akad Pembiayaan Mudarabah

Agency problems dalam akad pembiayaan mudarabah terjadi ketika
seoarang mudarib mengabaikan hubungan akad yang disepakti dengan sahib al
mal. Dimana mudarib sebagai orang yang dipercaya oleh sahib al mal telah
menyimpang dari beberapa pasal yang tertulis dalam akad. Terdapat beberapa
agency problems (masalah keagenan) yang terjadi dalam akad pembiayaan
mugarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabay, antara lain:

Pertama, adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh pihak mudarib.
Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya memberikan fasilitas pembiayaan
mudarabah dengan jumleh rinimal Rp. 200.000.000. Ketika kedusa belah pihak
sepakat untuk melakukan kerjasama, maka kesepakatan-kesepakatan tersebut
dituangkan dalam sebuah akad. Dalam Pasal 2 telah disebutkan tentang
Pembiayaan dan Penggunaannya, tetapi pada kenyataannya modal yang
diberikan kepada mudarib tidak semuanya digunakan untuk usaha yang telah
disepakati dalam Pasal 2 melainkan untuk usaha yang lain yang tidak ada
hubungannya dengan usaha yang telah disepakati diawal. Misalnya, 60% dari
200.000.000 juta tersebut digunakan untuk usaha yang tertulis dalam akad,

akan tetapi 40% dari 200.000.000 tersebut digunakan untuk usaha yang lain.



BABIV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dari penjelasan yang termuat pada bab 2 (dua) tentang landasan teori dan
dari bab 3 (tiga) yang memuat tentang hasil temuan lapangan, maka dalam bab
4 (empat) ini dapat di tarik sebuah analisis yang akan di dasarkan pada hukum

Islam.

4.1 Analisis Akad Pembiayaan Mudarabah Yang Mengandung Agency Problems di
Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
Dalam pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
pelakasanaan prakteknya yaitu pihak bank memberikan modal 100% kepada
nasabah untuk menjalankan suatu usaha yang telah disepakati bersama. Oleh
sebab itu, bank disebut sebagai salhib a/ mal dan nasabah disebut sebagai
mudarib. Sebelum pihan bank mencairkan dana dan pihak pengelola memulai
usahanya, terlebih dahulu harus membuat suatu akad pembiayaan mudarabah.
Akad pembiayaan mudarabah terdiri dari beberapa pasal yang memuat
tentang kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak sahib a/ mal dengan
mudarib. Setelah akad pembiayaan mudarabah tersebut disepakati, maka akan
menimbulkan hubungan yang saling melengkapi antara kewajiban dan hak

masing-masing pihak.
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Dalam akad pembiayaan mudarabah tersebut terdapat hal-hal yang harus
dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti halnya pasal tentang
pelanggaran dan cidera janji. Oleh karena itu, kedua belah pihak terutama
mudarib harus menjalankan usahaya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, pada kenyataan yang terjadi di Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya, setelah proses pengelolaan usaha itu berjalan, mudarib banyak
melakukan tindakan-tidakan yang tidak sesuai dengan akad dan kepentingan
sahib al mal. Oleh sebab itu muncul suatu permasalahan yang disebut dengan
agenicy - problems. " Agency problems ‘yaug terjadi- daleny aked  perabigyaan
mudarabah adalah mudarib melakukan penyimpangan dana, manipulasi data,
kelalaian, dan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada pihak sahib a/
mal.

Suatu akad pembiayaan mudarabah yang mengandung agency problems
adalah adanya tindakan mudarib yang sesuai dengan Pasal 11 tentang Cidera
Janji, Pasal 12 tentang Pelanggaran dan telah menyimpang dari ketentuan Pasal
2 tentang Pembiayaan dan Penggunaannya, Pasal 5 tentang Kesepakatan Bagi
Hasil, dan Pasal 9 tentang Kewajiban Nasabah. Dimana dalam agency problems
tersebut ada tindakan yang digolongkan kedalam moral hazard dan adverse

selection.
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4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Mudarabah yang
Mengandung Agency Problems di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

Akad pembiayaan mudarabah yang terdapat dalam Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya dilakukan secara tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan
akad mudarabah dalam hukum Islam, yaitu suatu perjanjian mudarabah
dilakukan secara tertulis yang didasarkan pada Firman Allah dalam QS. al-
Bagarah ayat 282 yang menekankan perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis.
Dengan dituliskannya akad pembiyaan mudarabah, maka akad tersebut sesuai
dengan asas akad dalam pembiayaan perbankan syariah yaitu akad asas tertulis
{al-Kitab).

Akan tetapi akad pembiayaan mudarabah yang tertulis tersebut tealah
mengandung agency problems. Agency problems yang terjadi dalam akad
pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Bukopin Cabang Suarabaya adalah
mudarib melakukan penyimpangan dana, manipulasi data, kelalaian, dan tidak
memberikan informasi yang lengkap kepada pihak sahib al mal.

Jika melihat sekilas tentang bagaimana praktek penyimpangan dana yang
dilakukan oleh mudarib di atas dapat diketahui bahwa salah satu asas akad
dalam pembiayaan perbankan syariah adalah asas kejujuran dan kebenaran.
Sedangkan dengan adanya penyimpangan dana yang dilakukan merupakan
suatu kebohongan. Allah berfirman secara benar dan memerintahkan semua

muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan, sebagaimana Firman
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sahib al mal mendapatkan hasil kurang dari yang seharusnya. Penipuan tersebut
berdampak keuntungan bagi kepentingan pribadi mudarib, tetapi menyebabkan
kerugian bagi pihak sahib al mal. Hal ini bertentangan dengan asas saling
menguntungkan dalam asas akad pembiayaan perbankan syariah.

Dalam hal ini ulama figh sepakat, bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh
dengan cara terlarang adalah haram. Dasar yang menguatkan pendapat para
ulama figh ini antara lain Firman Allah dalam QS. an-Nisa’ ayat 29 yang
terdapat dalam Bab II.

Pada ayat tersebut terdapat larangan memakan harta orang lain yang
diperolch dengan care-cara yang bathil, termasuk dianteranya menipu. Ayat 25
dari surat an-Nisa’ tersebut juga mengandung satu unsur asas akad pembiayaan
perbankan syariah, yaitu adanya asas rela sama rela (ridha iyyah).

Penipuan yang dilakukan melanggar asas rela sama rela. Keadaan sama-
sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu
tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak
yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, pasti ia tidak rela dan akad
tersebut bisa batal. Disamping itu ulama memakai kaidah figh yang
mengutamakan adanya asas keridhaan atau rela sama rela dalam bertransaksi.
Kaidah tersebut adalah kaidah yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang

terdapat dalam Bab II.
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Allah dalam QS. al-Ahzab ayat 70. Islam dengan tegas melarang kebohongan
dalam bentuk apa pun.

Nilai kebenaran dan kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak
yang melakukaan akad untuk tidak berdusta. Pada saat asas ini tidak
dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang
merasa dirugikan karena pada saat akad tersebut dilakukan pihak lainnya tidak
mendasar pada asas ini, dan menghentikan proses perjanjian tersebut.

Tindakan lain yang dikategorikan sebagai agency problems dalam Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya adalah tindakan memanipulasi data. Dalam
pembiayaan mudarabab, mudarib  juga berkedudukean schagai wakil dari gahib
al mal dalam semua transaksi yang ia scpakati. Selain itu juga, mudarib
sebagai mitra dalam laba, seorang mudarib akan mendapatkan laba dari usaha
yang telah dilakukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tentang
kedudukan mudarabah.

Dua kedudukan tersebut, sangat erat hubungannya dengan tindakan
penipuan yang dilakukan oleh mudarib. Mudarib sebagai mitra dalam laba wajib
menyerahkan sebagian keuntungan yang menjadi hak sahib al mal secara
periodik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hasil usaha
termasuk dalam informasi internal yang lebih diketahui oleh mudarib sebagai
wakil dari sahib al mal dalam menjalankan proyek. Dan dimungkinkan mudarib

tidak memberikan informasi dalam jumlah yang tidak sesungguhnya schingga
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Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu,
transaksi baru sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak.
Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa
atau dipaksa atau juga merasa ditipu.

Selain penyimpangan dana dan manipulasi data dalam laporan keuangan,
terdapat tindakan yang bisa dikategorikan dalam agency problems, yaitu
bertindak lalai dalam kewajibannya terhadap pihak bank. Pembiayaan
mudarabah merupakan pembiayaan yang berjangka panjang. Di dalam akad
pembiayaan mudarabah sudah dijelaskan tentang jangka waktu pengembalian
modal yang diberikan oleh salbil af mal yang wajib dikembalikan olek pihak
mudarib.

Kelalaian yang dialami oleh mudarib karena murni kelalaian, maka
mudarib diberi keringanan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda.
Hal ini tersurat dalam QS. al-Baqarah ayat 280 pada Bab II. Sedangkan
kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak mudarib secara sengaja,
maka pihak bank akan menghentikan pembiayaan tersebut. Sehingga tidak akan
mengakibatkan kerugian yang terlalu besar.

Kelalaian dalam mengembalikan modal jika dilakukan dengan sengaja,
maka termasuk dalam perbuatan zalim, seperti halnya yang disampaikan oleh
Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih

Muslim, yaitu apabila seseorang menunda-nunda dalam pembayaran utangnya
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kepada seseorang (pada hal ia mampu membayarnya) adalah merupakan
perbuatan zalim.

Pada dasarnya kelalaian mudarib yang tergolong murni khilaf di dalam
Islam tidak ada dosa baginya, namun jika kesalahan itu dilakukan oleh pihak
nasabah secara sengaja, maka menurut hukum Islam mudarib  telah
mengerjakan dosa dan memudharatkan terhadap dirinya sendiri.

Dalam Islam penyimpangan dana, penipuan dan lalai yang disengaja
tersebut cenderung melakukan kebohongan. Adapun kebohongan itu termasuk
tanda-tanda kemunafikan. Karena, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya
bahwa tanda-tends orang munafik ada 3 {tiga) sebagaimeana yang diriwaystkas
oleh Abdullan bin Amr dalam Shahih Bukhori. Beberapa tanda-tanda orang
munafik menurut Rasulullah adalah:

a. Bilaiaberkata, ia berdusta
b. Bila berjanji, ia selalu ingkar
c. Bila diberi amanat, ia berkhianat

Selaian itu, Pembiayaan mudarabah, merupakan pembiayaan yang rentang
dengan adanya permasalahan adverse slection, karena pembiayaan mudarabah
yang dipraktekkan dalam perbankan syariah sama halnya dengan konsep
mudarabah yang dipaparkan oleh Imam Syafi’i dalam Bab II.

Pada dasarnya setiap mudarib mempunyai kebebasan dalam memilih

model akad yang akan dia gunakan untuk melakukan suatu transaksi.
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Kebebasan tersebut merupakan salah satu asas akad dalam pembiayaan
perbankan syariah. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 256.
Sebaliknya, apabila ada unsur pemaksaan akan menyebabkan legalitas akad
yang dihasilkan akan batal atau tidak sah.

Dalam Bab II sudah dijelaskan tentang pengertian mudarabah secara
umum. Dengan model pembiayaan mudarabah, mudarib menerima modal 100%
dari pihak bank untuk melakukan suatu proyek tanpa campur tangan dari pihak
sahib al mal. Sementara kerugian selama bukan karena kecurangan atau
kesalahan mudarib juga ditanggung oleh sahib al mal.

Dengan raodel © 'seperti'itu, - ‘menggambarken - posisi’ yang® lebik
menguntungkan bagi mudarib dalam kemampuan mengakses informasi dan
menanggung resiko. Mudarib memiliki informasi lebih banyak dalam
pengelolaan dana schingga kemungkinan resiko untuk berlaku curang cukup
besar tetapi apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan kesalahan mudarib
sepenuhnya ditanggung oleh sahib al mal, sedangkan untuk melakukan
pemeriksaan yang bertujuan menemukan apakah kerugian disebabkan oleh
mudarib atau bukan tidak mudah dan mahal. Kondisi ini memberi peluang besar
mudarib untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan sahib
al mal sebagai pemilik dana melalui manipulasi data keuangan, produksi

maupun penjualan untuk memperoleh keuntungan sepihak.
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Jika mudarib memilih pembiayaan mudarabah hanya untuk mencari
keuntungan sepihak dan untuk melakukan kecurangan, maka mudarib tersebut
melanggar adanya asas i’tikad baik dalam asas akad pembiayaan perbankan
syarih. Dalm asas i’tikad baik ini, akad dilakukan dalam rangka menegakkan
kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
Adanya i’tikad baik tersebut, dikuatkan dengan kaidah figh tentang niat yang
tertulis dalam Bab II.

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan
seseorang, apakah seseorang melakukan perbuatan itu denan niat ibadah kepada
Alialy ataukeh bukan dengan niat ibadah kepada Aliah. Karena, akad yang akazn
dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam.

Akad pembiayaan mudarabah yang mengandung agency problems tersebut
dalam hukum Islam hukumnya haram, karena dalam akad tersebut mengandung
tindakan-tindakan yang sesuai dengan isi dari surat an-Nisa’ ayat 29, yaitu
larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Disamping
itu ulama dalam kaidah fighnya menjelaskan tentang keharaman
memanfaatkan, dan memberikan harta tersebut. Sesuatu yang apabila
diharamkan mengambilnya, maka haram memberikan harta tersebut kepada

orang lain.
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Selain itu, agency problems yang terjadi dalam pembiayaan mudarabah,
akan menghapuskan kedudukan mudarib sebagai amin (orang yang dapat
dipercaya) sebagaimana yang dijelasakan dalam Bab II tentang kedudukan
mudarabah. Selain itu juga melanggar salah satu ketentuan akad mudarabah
yaitu, mudarib harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, disamping
sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai scorang wali
amanah mudarib wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri’tikad
baik.

Dalam pembiayaan mudarabah yang terpenting adalah nilai kejujuran dan
amanal dalany mengures” dana. Kejujuran dan - amenab ‘nrerupakan sifat-sifat
yang hampir bersamaan, antara satu dengan yang lain saling memperkuat.
Nilai-nilai amanah ini banyak dijelaskan dalam al-Qur’an, salah satunya adalah
Firman Allah dalam QS. al-Mu’minun ayat 8.

Dalam perbakan syariah, sifat amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana
yang dipinjam untuk pembiayaan harus diurus dengan rasa tanggung jawab,
berhati-hati serta dapat dikembalikan kepada sahib a/ mal atau pihak bank
sesuai dengan akad yang dibuat dan sedapat mungkin mereka mendapatkan
keuntungan yang lebih dibanding dengan apa yang ada pada bank konvesional.

Al-Qur’an dengan tegas memerintahkan kepada umat Islam agar hak orang
lain itu harus dipenuhi dan disampaikan sesuai dengan amanah yang diberikan.

Hal itu tedapat dalam QS. an-Nisa’ ayat 58. Sedangkan apabila pihak mudarib
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mengkhianati amanah yang diberikan pihak bank, maka hal tersebut merupakan
terlarang dan berdosa seperti diterangkan Allah dalam QS. al-Anfaal ayat 27.

Dalam Bab 11, salah satu ketentuan akad mudarabah adalah mudarib wajib
menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olch pemilik
modal dari sahib al mal. Agency problems yang terjadi telah melanggar dari
ketentuan akad mudarabah tersebut. Asas amanah/menepati janji juga tidak
tercapai jika agency problems tersebut terjadi. Sedangkan dalam hukum Islam
setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang
ditetapkan oleh yang bersangkutan, scbagaimana Firman Allah dalam QS. al-
Maidah ayat 1.

Selain itu, tidak adanya rasa keadilan sesusai dengan asas akad
pembiayaan perbankan syariah jika akad pembiyaan mudarabah tersebut
mengandung 4gency problems. Asas keadilan ini menuntut para pihak yang
berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,
memenuhi akad yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
Bukan mengrapkan keuntungan bagi pihak mudarib tapi pihak sahib al mal
mendapatkan kerugian. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. an-Nahl
ayat 90.

Adanya keharaman dalam akad pembiayaan mudarabah yang mengandung
agency problems tersebut dapat membatalkan atau membuat tidak sah akad

pembiayaan mudarabah yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, akad akan



beberapa syarat mudarabah. Dalam hal agency problems ini syarat yang tidak

terpenuhi adalah syarat yang terkait dengan dengan persetujuan kedua belah
pihak, yang merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Seperti halnya
yang dijelaskan di atas, salah satu agency problems yaitu penipuan telah
melanggar asas rela sama rela.

Ulama figh mengemukakan sebuah kaidah figh tentang batalnya suatu
akad dalam bertransaksi yang telah di paparkan dalam Bab II. Dalam kaidah
tersebut menjelaskan apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada
dalam tanggungannya: Pihak> sahib-al mal " daw mudarid 'melaksanaken rakad
pembiyaan mudarabah. Mudarib telah menerima modal dan sahib al mal
mendapatkan bagi hasil sesuai dengan akad. Jika terjadi agency problems, pihak
bank dapat membatalkan akad tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad
mudarabah dalam Bab Il yaitu sahib al mal dapat memberhentikan atau
memecat pihka yang melanggar kesepakatan dalam akad mudarabah. Maka hak
mudarib terhadap modal menjadi batal dan harus mengembalikan modal
sejumlah modal awal.

Akan tetapi, keberhasilan atau kegagalan suatu transaksi tidak hanya
tergantung oleh salah satu pihak saja, pihak yang lain juga ikut berpengaruh
dalam berhasil atau gagalnya suatu transaksi. Oleh karena itu, agency problems

yang terjadi dalam akad pembiayaan mudarabah tersebut bisa terjadi karena



76

kesalahan mudarib dan bisa juga terjadi karena kesalahan sahib al mal. Jika
dilihat dari pihak Bank Syariah, maka kegiatan mempromosikan substansi dari
bank syariah itu sendiri kurang dilakukan, dan juga harus bertindak lebih hati-
hati dalam menyeleksi calon mudarib. Mengingat, harta yang digunakan adalah
sepenuhnya harta sahib al mal.

Sedangkan, jika dilihat dari pihak peminjam atau nasabah, maka nasabah
belum sepenuhnya mengerti konsekuensi dari akad jika dilihat dari hukum
Islam. Dan juga terlalu banyak keinginan nasabah dalam lingkungan
bersosialisasinya, schingga menimbulkan nasabah melakukan tindakan-tindakan

yang reenyimpang darl syarials Isiam.



BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari uraian di atas, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

a. Proses transaksi akad pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya adalah calon mudarib mengisi formulir permohonan
pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya. Setelah berkas
persyaratan itu dilengkapi, dilakukan analisa yuridis, credit investigation,
analisa kevangan, komite pembiayaan, jika dari hasil komite pembiyaan
tersebut pihak bank merasa yakin maka akan diperiksa kebenaran dan
kelengkapannya untuk mendapatkan persetujuan/offering letter . Kemudian
dilakukan akad antara mudarib dengan sahib al mal.

b. Adapun masalah yang muncul dikarenakan agency problems yang terjadi
dalam akad pembiayaan mudarabah di Bank Bukopin Syariah Cabang
Surabaya adalah moral hazard (penyimpangan dana, manipulasi data dan
kelalaian) dan adverse sclection (informasi yang tidak lengkap yang
diterima oleh salah satu pihak).

c. Akad pembiayaan mudarabah yang mengandung agency problems di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya hukumnya adalah haram, karena dalam
akad tersebut mengandung tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum

Islam, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selain itu,
77
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adanya kecharaman dalan akad tersebut dapat membuat akad pembiayaan
mudarabah batal atau tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat

dalam mudarabah, yaitu adanya asas rela sama rela dalam Jjab gabul.

5.2 Saran
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan:

a Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya  disarankan untuk lebih
mensosialisasikan core product dari perbankan syariah yaitu pembiayaan
mudarabah dan mempertegas adanya prinsip kehati-hatian dan
menyerapurnalen - akad | ‘pembiayaan©  meadarabal; | dengan - raenamabaki
klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan
diberlakukan  terhadap mwdarib yang melanggar akad pembiayaan
mudarabah.

a. Untuk para nasabah/mudarib hendaknya tidak menyalahgunakan sistem
pada pembiayaan mudarabah. Dan lebih bertanggung jawab dengan modal
yang diberikan bank karena modal tersebut merupakan amanah. Dan
menanamkan pada dirinya yaitu bahwa setiap akad yang dilakukan
memmilki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan

hukum Islam.
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